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KEBIJAKAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT 

PENDETEKSI ELEKTRONIK KEPADA PELAKU KEKERASAN 

SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 

ABSTRAK 

KINTAN AYUNDARI 

NIM. 1717303024 

 

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana seksual lewat sentuhan fisik 

maupun non fisik dengan dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban 

dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan 

korban. Hari ke hari kasus kekerasan seksual di Indoneisa semakin meningkat dan 

biasanya kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa, namun 

juga kekerasan seksual dialami oleh anak-anak. Maka dari itu Pemerintah 

menerapkan hukuman tambahan yaitu hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat 

pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.  banyak dari 

masyarakat yang masih memperdebatkan hukuman ini, karena dirasa hukuman ini 

melanggar hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengethaui 

kebijakan diterapkannya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik. 

Penilitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), 

sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan. 

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-

data yang dikumpulkan dari sumber-sumbernya seperti catatan pribadi, buku 

harian laporan kerja, notulen rapat dan lain sebagainya. Dan analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (Content Analysis), yaitu 

suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara 

tertulis. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukuman kebiri kimia dan 

pemasangan alat pendeteksi elektronik tercantum pada Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur penerapan tambahan hukuman 

pidana bagi pelaku kekerasan seksual khususnya terhadap anak agar pelaku jera 

atas perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian tata cara melakukan tindakan 

kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tercantum pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Hukum pidana Islam memandang bahwa 

hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku 

kekerasan seksual terhadap anak termasuk ke dalam jarimah ta’zir. Karena 

hukuman yang dijatuhkan  bisa lebih berat atau bahkan bisa lebih ringan sesuai 

dengan perbuatan yang telah dilanggar. 

Kata Kunci : Kekerasan seksual, kebiri kimia, alat pendeteksi elektronik 
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MOTTO 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(2: 286) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 

0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi 

Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama  Huruf Latin  Nama  

  alif  Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan ا 

  ba  B  Be ب 

  ta  T  Te ت 

  ṡ ṡ Es (dengan titik di atas) ث

  jim  J  Je ج 

 ḥa  ḥ  ha (dengan titik di ح 

bawah)  

  kha  Kh  kadan ha خ 

  dal  D  De د 

  żal  Ż  zet (dengan titik di atas) ذ 

  ra  R  Er ر 

  za  Z  Zet ز 

  sin  S  Es س 

  syin  Sy  Es dan ye ش 

 ṣad  ṣ  es (dengan titik di ص 

bawah)  
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 ḍad  ḍ  de (dengan titik di ض 

bawah)  

 ṭa  ṭ  te (dengan titik di ط 

bawah) 

 ẓa  ẓ  zet (dengan titik di bawah) ظ 

  ain …. „….  Koma terbalik ke atas„ ع 

  gain  G  Ge غ 

  fa  F  Ef ؼ 

  qaf  Q  Ki ؽ 

  kaf  K  Ka ؾ 

  lam  L  El ؿ 

  mim  M  Em ـ 

  nun  N  En ف 

  wawu  W  We ك 

  ha  H  Ha ق 

  hamzah  '  Apostrof ء 

  ya  Y  Ye ي 

 

B. Vokal  

1. Vokal Pendek 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 ََ  Fatḥah A A 

 َِ  Kasrah I I 

 َُ  ḍamah U U 
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Contoh:  ْنَث: naṡ    السَلَف : salaf     ُصَحِيْح: Ṣaḥīḥu 

2. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:  

Tanda dan huruf Nama Gabungan huruf Nama 

ََ ي  Fatḥah dan ya Ai A dan I 

ََ  ك  Fatḥah dan wawu Au A dan U 

Contoh:  َكَيْف: kaifa التػَوْحِيْدِيَّة: tauḥīdīyyah  

3. Vokal Panjang  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda dan 

huruf 

Nama Huruf dan 

tanda 

Nama 

َ   ....ا  Fatḥah dan alif Ā A dan garis di atas 

َ   ....ي  Kasrah dan ya Ī I dan garis di atas 

َ   ....و  Ḍamah dan wawu Ū U dan garid di atas 

Contoh:  ْح د وْد  Iṣlāḥ :ا صْلَ   ḥudūd :ح 

جا ز يْ    majāzī :م 

C. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua:  

1. Ta marbūṭah hidup  

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat fatḥah, kasrah 

dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/. contoh :  ni’matullāh : الله نعِْمَةُ 

2. Ta marbūṭah mati  

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. Contoh: حِكْمَة : ḥikmah 
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3. Bila pada suatu kata yang akhir katanya tamarbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

 

 

D. Syaddah (tasydid) 

 Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

 Contoh : يَّةمَُُمَّدِ    :muḥammadiyyah    بُ اللهك تا  :kitābullah  

E. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan 

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata 

sandang yang diikuti huruf qamariyyah.  

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu.  

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.   

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanda sambung atau hubung.  

Contoh: الِجهَادْ الََ صْغَرْ    : al-jihad al-aṣghar   ْالَْبَغِي  : al-bagyi 

حْوَاؿْ الشَحْصِيَةالََ  : al-aḥwāl al-syaḥṣiyah   

 

 Rauḍah al-Aṭfāl رَ كْضَةُ الََطْفَا ؿْ 

ُنػَوَّرَة
دِيػْنَة الم

َ
 al-Madīnah al-Munawwarah الم

 Jarīmah جَريِْْةَ
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F. Hamzah  

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah  

terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Hamzah di awal   َاكََل Akala  

Hamzah di tengah   َتأَْخُذُكْف Ta’khuzūna  

Hamzah di akhir   ُالنػَوْء an-nau’u  

Contoh:   

G. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan 

dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis 

memilih penulisan kata ini dengan perkata. 

Contoh:  ْكَاِفَّ الَله لََوَُ خَيْْ الرَّازِ قِي : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  

  fa aufū al-kailawaal-mīzan :   فأََكْفػُوْا الْكَيْلَ كَالْمِيػْزَاف  

H. Huruf Kapital 

Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.  

Contoh:  

 

 

دٌ إِلَّ رَسُوْؿ   .Wa mā Muḥammadun illā rasūl كَمَا مَُُمَّ

  Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn كَلَقَدْ رَاهُ باِلْْفُُقِ الُمُبِيَْ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Negara hukum merupakan negara yang memutuskan segala sesuatu 

berdasarkan dengan hukum yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 

(3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.
1
 

Hal ini mendasari bahwa Indonesia memerlukan peraturan perundang-

undangan. Hanya saja, peraturan perundang-undangan akan tertinggal dengan 

perkembangan masyarakat yang berjalan lebih cepat.
2
 Seperti yang diketahui 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan Negara yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial.
3
 

  Hukum mempertahankan perdamaian dengan mengutamakan 

kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan mengadakan 

keseimbangan. Hukum hanya dapat mencapai tujuan mengatur pergaulan 

hidup dari negara Indonesia sebagai negara hukum salah satunya adalah 

mensejahterakan kehidupan bangsa, salah satu tindakan demi mencapai 

                                                             
1
Aidul Fitriciada Azhari, “Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekonstruksi 

Tradisi”, Jurnal Hukum Ius Q Uia Iustum, Vol. 19 No. 4, hlm. 490.  
2
Riska Nur Maharani, “Kriteria Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara 

Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)”, 

Skripsi, (IAIN Purwokerto), hlm. 1. 
3
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
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tujuannya adalah dengan adanya peraturan-peraturan yang baik untuk   

masyarakat. Hal ini secara tidak langsung pemerintah Indonesia menganjurkan 

masyarakatnya untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Akan tetapi pada kenyataannya, hal ini berbanding terbalik 

dengan apa yang diharapkan, masyarakat masih banyak yang melanggar     

aturan-aturan  tersebut.
4
 

Pada faktanya setiap tahunnya kejahatan atau pelanggaran hukum di 

Indonesia mengalami peningkatan. Salah satunya adalah tindak pidana 

kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi salah satu permasalahan yang 

menjadi topik utama di Negara Indonesia.  Kasus ini tidak hanya menimpa 

perempuan dewasa saja, kekerasan seksual juga menimpa perempuan yang 

masih dibawah umur (anak-anak) bahkan balita.
5
 Seringkali adanya 

pemberitaan tentang kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terjadi di 

lingkup sekolah, pondok pesantren, bahkan terkadang terjadi di tempat-tempat 

umum, namun juga sering terjadi di sekitar lingkungan rumah.   

Berdasarkan pemaparan salah satu anggota Departemen bidang 

perlindungan anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Kemen PPPA), sejak Januari hingga 31 Juli 2020 kekerasan pada anak 

di Indonesia mengalami peningkatan dan tercatat ada 4.116 kasus. Dan dari 

angka tersebut yang paling banyak adalah kasus kekerasan seksual terhadap 

                                                             
4
Mgs M. Hanief Fathurrahman, “Hukuman Kebiri Kimia Perspektif Hukum Islam (Studi 

Kasus Putusan Hakim Tentang Pidana Kebiri Kimia No Perkara 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk di 

Pengadilan Negeri Mojokerto)”, Skripsi, (Institut Pesantren KH Abdul Chalim), hlm. 1. 
5
Kevin Setiawan dan Aji Wibowo, “Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan 

Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia 

Pelaku Dan Korban”, Jurnal Hukum Adigama, https://journal.untar.ac.id/  

https://journal.untar.ac.id/
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anak. Jika dirincikan ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban 

kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis. Kemudian ada 364 korban 

pelantaran, 73 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan 68 korban 

eksploitasi. Dan kebanyakan korban tersebut adalah anak perempuan sebanyak 

3.296 dan anak laki-laki sebanyak 1.319.
6
 

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah penting dan perlu 

diatasi, karena istilah kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat 

dikategorikan sebagai tindakan seksual yang tidak wajar, sehingga 

menimbulkan kerugian dan berakibat serius bagi para korban. Kekerasan 

seksual (pemerkosaan) membawa dampak yang serius pada fisik dan psikis 

yang permanen dan berjangka panjang.
7
 Contohnya anak menjadi pribadi 

yang tertutup dan tidak percaya diri, timbulnya perasaan bersalah, stres, 

bahkan bisa sampai depresi, timbul ketakutan atau fobia tertentu, mengidap 

gangguan traumatik pasca kejadian (PTSD) dan di kemudian hari, anak 

bisa menjadi lebih agresif, berpotensi melakukan tindan kriminal bahkan 

menjadi calon pelaku kekerasan. 

Hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual 

terhadap anak tercantum dalam Pasal 289 KUHP sanksinya adalah penjara 

paling lama sembilan tahun, sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) Pasal 82 menyatakan bahwa 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 

                                                             
6
Sania Mashabi, “Kementrian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 ada 2.556 Anak 

Korban Kekerasan Seksual” https://nasional.kompas.com/  
7
Nuzul Qur‟aini Mardiya, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan 

Seksual”, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 1, Maret 2017, hlm. 216. 

https://nasional.kompas.com/
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tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 

60.000.000,00 terhadap tindak pidana pelecehan seksual. Dan pada Tahun 

2016 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah 

ditandatangani lalu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 yang mengatur penerapaan pemberatan sanksi pidana bagi 

pelaku kekerasan seksual khususnya terhadap anak yaitu hukuman pidana 

mati,  hukuman pidana seumur hidup, dan hukuman pidana maksimal 20 

tahun penjara dan adanya hukuman tambahan berupa pelaksanaan kebiri kimia 

disertai dengan rehabilitasi, karena jika dilihat dari fakta yang terjadi, pidana 

penjara saja tidak cukup untuk membuat jera pelaku.
8
 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 

70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, 

Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman 

Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.  Aturan 

ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan 

Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak, yang mana 

tindakan kebiri kimia sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau 

bisa juga dengan menggunakan metode yang lain.  

                                                             
8
Angger Sigit dan Fuady Primaharsari, Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta: 

Medpress Digital, 2014), hlm. 5.    
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 Dalam hukum ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai tujuan 

hukum diantaranya adalah teori etis yang di mana tujuan hukumnya adalah 

untuk mewujudkan keadilan.
9
 Seperti halnya dalam UU No. 17 Tahun 2016 

dan PP No. 70 Tahun 2020 bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai 

tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah 

untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap 

pelaku, mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan 

menegakkan keadilan. Sebagaimana adanya kesamaan tujuan antara 

penerapan hukum di Indonesia dalam hukum pidana Islam yaitu bertujuan 

untuk menghukum agar jera atas apa yang sudah dilakukan oleh pelaku. 

Sebagaimana seperti yang sudah Allah firmankan dalam Q.S. an-Nur (24): 2: 

الِله إِفْ   الزَّانيَِةُ كالزَّانِْ فَاجْلِدُكْا كُلُّ كَاحِدٍ مِنػْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ كَلََتَأْخُذْكُمْ بِِِمَا رأَفَْةٌ فِْ دِيْنِ 
رِ كَلْيَشْهَدْ عَذَا بػَهُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ كُنْتُمْ تػُؤْمِنػُوْفَ باِلِله كَالْيػَوِْـ الْْخِ   

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 

(cambuk) tiap-tiap seorang dari keduanyan seratus kali dera, dan 

janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah untuk 

(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah,dan hari 

akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman  mereka disaksikan oleh 

sekumpulan orang-orang beriman”. 

Pelaksanaan kebiri kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, 

akan tetapi jika kita melihat di beberapa negara kebiri kimia sudah banyak 

diterapkan lebih dulu. Tindakan kebiri kimia ini hanya berlaku untuk pelaku 

yang sudah cakap hukum (dewasa) yang sudah pernah dipidana sebelumnya 

karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang  

                                                             
9
Handri Raharjo, Sistem Hukum Indonesia (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), hlm. 

10.   
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perbuatannya bisa menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan 

luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi 

reproduksi, atau bahkan bisa sampai korban meninggal dunia, yang bertujuan 

untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Tindakan 

kebiri kimia ini akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya.
10

 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, tercantum bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Akibatnya, untuk mencegah kasus-kasus tersebut diberlakukanlah tindakan 

hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik. Akan tetapi, terjadi pro 

kontra terkait tindakan tersebut. Golongan pro berpendapat bahwa dengan 

adanya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik 

pelaku akan jera dan tidak akan mengulangi kembali, dan seseorang yang 

ingin melakukan tindakan tersebut pun akan berfikir dua kali karena melihat 

akibatnya. Dan golongan yang kontra berpendapat bahwa dengan adanya 

hukuman tersebut itu termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
11

 

karena dalam konstitusi negara Republik Indonesia, tidak dibenarkan 

menghukum seseorang yang merendahkan martabatnya sebagai manusia 

karena itu bertentangan dengan UUD 1945, yaitu hak untuk bebas dari 

penyiksaan, selain itu pelaksanaan kebiri kimia lebih cenderung berpotensi 

                                                             
10

Nathalina Naibaho dan Tunggal S, “Polemik Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan 

Seksual” https://law.ui.ac.id/  
11

Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono, “Kebijakan Pidana Sanksi Kebiri Kimia 

dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 

No. 3, September 2018, hlm. 307.  

https://law.ui.ac.id/
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untuk memberi balasan atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku bukan 

berpotensi untuk perbaikan. 

Jika dilihat dalam perspektif Hukum Pidana Islam, kekerasan seksual 

termasuk kedalam tindak pidana zina. Hukum pidana Islam memandang setiap 

hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina, yang mana terdapat ancaman 

hukuman atas tindakan tersebut, baik pelaku sebelum menikah atau pun 

sesudah menikah dan juga dilakukan dengan suka sama suka atau pun tidak 

suka. Dilihat dari hukuman yang akan diterapkan yaitu hukuman kebiri kimia 

dan pemasangan alat pendeteksi elektronik masih banyak aspek yang harus 

dipertimbangkan dalam menerapkan hukuman tersebut. Karena tujuan dari 

hukum pidana islam yaitu untuk kebaikan atau dengan kata lain mendekatkan 

yang baik dan menjauhkan yang merusak. Akan tetapi dalam hukum positif 

yang diterapkan di Indonesia, hukuman kebiri kimia ini masih banyak yang 

pro dan kontra karena hukuman tersebut dianggap melanggar hak asasi 

manusia. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan 

difokuskan pada perspektif hukum pidana islam terhadap hukuman kebiri 

kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku kekerasan 

seksual karena masih banyaknya pendapat yang pro dan kontra tentang hal itu. 

Penelitian yang penulis buat dalam bentuk karya ilmiah akan disusun dalam 

skripsi dengan judul “Kebijakan Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan 

Alat Pendeteksi Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Perspektif 

Hukum Pidana Islam”  
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B. Definisi Operasional 

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak menjadi 

keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, di 

antaranya: 

1. Kebijakan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan 

cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi 

dan kelompok sektor swasta, serta individu.
12

 Kebijakan yang dimaksud  

adalah kebijakan dari pemerintah dalam menerapkan tindakan kebiri kimia 

kepada pelaku kekerasan seksual. 

2. Hukuman   

Hukuman atau sanksi yaitu apa yang dapat dijatuhkan kepada 

seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap 

bertanggung jawab.
13

 Hukuman di sini ialah bermaksud hukuman yang 

dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. 

3. Kebiri Kimia 

Kebiri adalah upaya untuk menurunkan dorongan seksual yang 

biasanya dilakukan untuk pelaku kekerasan seksual dengan cara 

menurunkan kadar hormon androgen yaitu testosterone pada pria. 

                                                             
12

https://kbbi.web.id/bijak   
13

Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2019),  hlm. 18. 

https://kbbi.web.id/bijak
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Testosteron ialah hormon utama yang diperlukan untuk hasrat seksual dan 

fungsi seksual.
14

 

4. Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh 

jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak 

pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf 

(orang yang telah dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas 

dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.
15

 Hukum pidana 

Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemashlahatan bagi 

kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum pidana Islam 

yang dimaksud di sini adalah hukuman kebiri kimia termasuk ke dalam 

jarimah yang mana jika dilihat dari segi pandang hukum pidana Islam. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secera 

metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan 

landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut: 

1. Bagaimana kebijakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat 

pendeteksi elektronik kepada pelaku kekerasan seksual? 

2. Bagaimana hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik kepada 

pelaku kekerasan seksual perspektif hukum pidana Islam? 

 

 

                                                             
14

Ika Puspitasari, “Apa Itu Kebiri Kimia?” https://farmasi.ugm.ac.id/  
15

Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1. 

https://farmasi.ugm.ac.id/
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan 

penelitian yang dimaksud oleh peneliti, antara lain:  

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukuman kebiri kimia dan 

pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku kekerasan seksual. 

2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap hukuman 

kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku 

kerasan seksual. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan 

secara langsung kepada masyarakat, atau siapa saja tentang hukuman 

pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak baik secara hukum 

yang berlaku di Indonesia maupun dilihat dari perspektif hukum pidana 

Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan studi strata (S-1) pada 

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas 

permasalahan atau pro-kontra yang ada, sehingga hasil penelitiannya 
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dapat memberikan masukan dan pemikiran dalam praktik hukum 

sehari-hari. 

F. Kajian Pustaka 

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teori sebagai alat untuk 

membuat suatu analisis yang sistematis dan dapat diuji serta dikembangkan 

oleh orang lain. Kajian akademik mengenai kabiri kimia akhir-akhir ini sedang 

banyak dibahas. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan 

(library research) yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan, di 

antaranya: 

1. Skripsi yang disusun oleh Salindri Widhi Widowati dari Jurusan Ilmu 

Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Sanksi Pidana Kebiri Kimia dalam 

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
16

 Dalam skripsi tersebut 

dijelaskan tentang sanksi kebiri kimia tinjauan undang-undang hak asasi 

manusia Indonesia dan hak asasi manusia internasional. Letak 

perbedaannya, skripsi yang akan diteliti ini tidak hanya terfokus pada  

sanksi kebiri kimia saja, melainkan akan membahas tentang kebijakan 

hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik perspektif hukum 

pidana Islam. 

                                                             
16

Salindri Widhi Widowati, “Sanksi Pidana Kebiri Kimia dalam Perppu Nomor 1 Tahun 

2016 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, Skripsi, 

(Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018). 
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2. Skripsi yang disusun oleh Mgs M. Hanief Fathurrahman dari Program 

Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren Kh 

Abdul Chalim Mojokerto yang berjudul Hukuman Kebiri Kimia Perspektif 

Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Hakim Tentang Pidana Kebiri Kimia 

No Perkara 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto).
17

 

Menjelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

tentang kebiri kimia yang telah ditetapkan dalam kasus di Pengadil an 

Negeri Mojokerto dengan nomor perkara 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dengan 

perspektif hukum Islam, di mana skripsi tersebut lebih fokus kepada kebiri 

kimia termasuk dalam jarimah yang mana dalam hukum pidana islam. 

Sedangkan yang membedakan dengan skripsi yang akan diteliti adalah 

kebijakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik perspektif hukum pidana Islam. 

3. Skripsi yang disusun oleh Nursiyanti dari Jurusan Hukum Publik Islam 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang 

berjudul Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Tambahan Hukuman 

Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedophilia.
18

 Penelitian ini membahas 

dan menjelaskan tentang hukuman kebiri bagi  pelaku tindak pidana 

pedophilia ditinjau dari segi Maqasid Al-Syari‟ah dan penelitian ini hanya 

terfokus kepada hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedophilia. 

                                                             
17

Mgs M. Hanief Fathurrahman, “Hukuman Kebiri Kimia Perspektif Hukum Islam (Studi 

Kasus Putusan Hakim Tentang Pidana Kebiri Kimia No Perkara 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk di 

Pengadilan Negeri Mojokerto)”, Skripsi, (Institut Peantren KH Abdul Chalim, 2020). 
18

Nursiyanti, “Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi 

Pelaku Tindak Pidana Pedophilia”, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel, 2016). 
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Sedangkan skripsi yang akan diteliti itu terfokus kepada bagaimana 

dampak kesehatan dari penerapan kebijakan hukuman kebiri kimia dan 

pemasangan alat pendeteksi elektronik dan juga kebijakan tersebut dalam 

perspektif hukuman pidana Islam. 

4. Skripsi yang disusun oleh Rurialwan Pawana dari Fakultas Hukum 

Universitas Jember yang berjudul Analisis Sanksi Kebiri Kimia Dalam 

Perspektif Perlindungan Anak.
19

 Dalam skripsi ini dijelaskan tentang 

kebiri kimia dalam perspektif perlindungan anak dan ditinjau dalam teori 

individualisasi pidana. Perbedaannya dengan skripsi yang akan diteliti 

adalah terletak pada perspektifnya, karena skripsi ini mengambil fokus 

perspektif hukum pidana Islam. Yang mana jika dilihat dari perspektif 

hukum pidana Islam, diskripsi yang akan dibahas itu akan mejelaskan 

bahwa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik 

termasuk kedalam hukuman pidana Islam yang mana. 

No Nama penulis, judul Skripsi Perbedaan dengan 

peneilitian 

1. Skripsi yang disusun 

oleh Salindri Widhi 

Widowati yang 

berjudul Sanksi 

Pidana Kebiri Kimia 

dalam Perppu 

Nomor 1 Tahun 

2016 Ditinjau dari  

Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 

1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia. 

Dalam skripsi 

tersebut 

menjelaskan 

tentang sanksi 

kebiri kimia 

tinjauan undang-

undang hak asasi 

manusia Indonesia 

dan hak asasi 

manusia 

internasional 

Skripsi yang akan 

diteliti ini tidak 

hanya terfokus 

pada  sanksi kebiri 

kimia saja, 

melainkan akan 

membahas tentang 

kebijakan 

hukuman kebiri 

kimia dan 

pemasangan alat 

elektronik 

perspektif hukum 

                                                             
19

Rurialwan Pawana, “Analisis Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan 

Anak”, Skripsi, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020). 
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pidana Islam.  

2. Skripsi yang disusun 

oleh Mgs M. Hanief 

Fathurrahman yang 

berjudul Hukuman 

Kebiri Kimia 

Perspektif Hukum 

Islam (Studi Kasus 

Putusan Hakim 

Tentang Pidana 

Kebiri Kimia No 

Perkara 

69/Pid.Sus/2019/PN 

Mjk di Pengadilan 

Negeri Mojokerto). 

Menjelaskan bahwa 

penelitian tersebut 

bertujuan untuk 

mengetahui tentang 

kebiri kimia yang 

telah ditetapkan 

dalam kasus di  

Pengadilan Negeri 

Mojokerto dengan 

nomor perkara 

69/Pid.Sus/2019/PN 

Mjk dengan 

perspektif hukum 

islam, dimana 

skripsi tersebut 

lebih fokus kepada 

kebiri kimia 

termasuk kedalam 

jarimah yanag mana 

dalam hukum 

pidana islam 

Sedangkan yang 

membedakan 

dengan skripsi 

yang akan diteliti 

adalah bagaimana 

kebijakan 

penerapan 

hukuman kebiri 

kimia dan 

pemasangan alat 

pendeteksi 

elektronik 

perspektif hukum 

pidana Islam. 

3. Skripsi yang disusun 

oleh Nursiyanti yang 

berjudul Tinjauan 

Maqasid Al-Shariah 

Terhadap Tambahan 

Hukuman Kebiri 

Bagi Pelaku Tindak 

Pidana Pedophilia. 

Penelitian ini 

membahas dan 

menjelaskan 

tentang hukuman 

kebiri bagi  pal aku 

tindak pidana 

pedophilia ditinjau 

dari segi maqasid 

al-shariah dan 

penelitian ini hanya 

terfokus kepada 

hukuman kebiri 

bagi pelaku tindak 

pidana pedophilia. 

Sedangkan skripsi 

yang akan diteliti 

itu terfokus 

kepada bagaimana 

dampak kesehatan 

dari penerapan 

kebijakan 

hukuman kebiri 

kimia dan 

pemasangan alat 

pendeteksi 

elektronik dan 

juga kebijakan t 

ersebut dalam 

perspektif 

hukuman pidana 

Islam. 

4. Skripsi yang disusun 

oleh Rurialwan 

Pawana yang 

berjudul Analisis 

Sanksi Kebiri Kimia 

Dalam Perspektif 

Perlindungan Anak. 

Dalam skripsi ini 

mejelaskan tentang 

kebiri kimia dalam 

perspektif 

perlindungan anak 

dan ditinjau dalam 

teori individualisasi 

Perbedaannya 

dengan skripsi 

yang akan diteliti 

adalah terletak 

pada 

perspektifnya, 

karena skripsi ini 
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pidana. mengambil fokus 

perspektif hukum 

pidana Islam. 

Yang mana jika 

dilihat dari 

perspektif hukum 

pidana Islam,  

diskripsi yang 

akan dibahas itu 

akan mejelaskan 

bahwa hukuman 

kebiri kimia dan 

pemasangan alat 

pendeteksi 

elektronik 

termasuk kedalam 

hukuman pidana 

Islam yang mana. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh para peneliti untuk 

menentukan lokasi, populasi, dan sampling, psengumpulan data, analisa data 

dan pelaporan hasil penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan (library 

research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan macam 

material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian 

sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang 

berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.
20

 

 

                                                             
20

Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian 

Pendidikan IPA”, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, hlm. 44. 
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2. Sumber Data  

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari 

sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.
21

  

1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2016 Tentang Pemberatan Sanksi Pelaku Tindak 

Kekerasan Seksual Terhadap Anak. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi 

Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku 

Kekerasan Seksual Terhadap Anak. 

3) Buku  Hukum Pidana Islam Karya Zainuddin Ali, Buku Hukum 

Pidana Islam Indonesia Karya Makhrus Munajat Buku Gratifikasi 

dan Kriminalitass Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam 

Karya M. Nurul Irfan, Buku Hak Asasi Manusia dan Hukum 

Pidana Islam Karya Hariyanto,  

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung 

data-data primer dalam melakukan penelitian ini dan sifatnya 

                                                             
21

Mustika Zed, Metode PenelitianKepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2004), hlm. 2-3.  
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melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer.
22

 Seperti 

buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar maupun karya ilmiah lain yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa: 

1) Jurnal akademik mengenai Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan 

Alat Pendeteksi Elektronik, Hukum Pidana Islam dan lain-lain. 

2) Buku-buku, artikel, jurnal akademik yang berkaitan dengan kebiri 

kimia, alat pendeteksi elektronik dan hukum pidana Islam. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data terhadap data sekunder dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi. Metode 

dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data melalui 

penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara 

mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan 

yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data-data dalam 

bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, 

majalah, atau jurnal serta laporan-laporan
23

 yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

4. Metode Analisis Data 

Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah mengolah 

data dengan melakukan analisis terhadap data tersebut untuk diambil 

kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data 

                                                             
22

IAIN Purwokerto, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 

(Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10. 
23

Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.  
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(Content Analysis). Menurut Krippendrof analisis ini adalah suatu teknik 

penelitian untuk membuat infrensi yang dapat ditiru dan valid datanya 

dengan memperhatikan konteks.
24

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami 

penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan yang akan bahas oleh 

penulis sebagai berikut:  

Pada Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang beberapa 

pembahasan, antara lain: latar belakang masalah yang merupakan alasan-alasan 

munculnya masalah yang merukana alasan-alasan munculnya masalah yang 

akan diteliti yang berisi tentang das solen dan das sein dari permasalahan yang 

akan terjadi. Kemudian definisi oprasional, yang merupakan penjelasan dari 

istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini agar berfokus pada topik 

pembahasan. Setelah itu ada rumusan masalah, yang merupakan penegasan 

latar belakang masalah dalam bentuk pertanyaan. Kemudian manfaat 

penelitian, yaitu manfaat dari penelitian itu. Lalu kajian pustaka atau sering 

disebut juga telaah pustaka yaitu berisi tentang teori- teori yang terdapat 

dalam litertur-literatur dan penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian metode 

penelitian yaitu merupakan metode- metode atau langkah-langkah yang 

digunakan selama penelitian ini berlangsung dan cara-cara yang digunakan 

untuk pengumpulan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. Dan yang terkahir adalah sistematika pembahasan atau sistematika 

                                                             
24

Jumal Ahmad, “Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)”, Sekolah Pasca 

Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, June 2018, hlm. 2. 
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penulisan, yaitu sistematika dari penulisan penelitian agar penulis runtut 

sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang membahas tentang 

kebijakan hukuman kebiri kimia dan alat pendeteksi elektronik. 

Bab ketiga, berisi tentang hukum pidana Islam terkait masalah tindak 

pidana kekerasan seksual 

Bab keempat, analisis terhadap kebijakan hukuman kebiri kimia dan 

pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku kekerasan seksual 

perspektif hukum pidana Islam.  

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI 

ELEKTRONIK 

A. Kebijakan Hukuman Kebiri Kimia Pemasangan Alat Pendeteksi 

Elektronik 

1. Pengertian Kebijakan 

Kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian rencana program, 

aktivitas, keputusan, sikap untuk bertindak atau tidak bertindak oleh para 

pihak (aktor-aktor) sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang 

terjadi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi sebuah 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) istilah kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian konsep 

dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan 

ssuatu pekerjaan, kepemimpinan, organisasi, dan lain sebagainya.
25

 

Menurut Thoha dalam Jurnal Konsep Umum Pelaksanaan Kebiajakan 

Publik, kebijakan memiliki dua aspek, yaitu:
26

 

a. Kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang 

dirumuskan berdasarkan kejadian yang ada di masyarakat. 

b. Kebijakan adalah suatu keputusan atas peristiwa yang terjadi, baik 

untuk menciptakan kedamaian untuk pihak-pihak yang berkonflik, 

maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak.. 

                                                             
25

https://kbbi.web.id/bijak   
26

Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan 

Kebijakan Publik”, Jurnal Publik, Vol. 11 No. 01, hlm. 2. 

https://kbbi.web.id/bijak
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Maka dari itu, kebijakan dapat dikatakan sebagai usaha pemerintah 

untuk mencapai tujuan  tertentu, sekaligus sebagai pemecahan masalah 

dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan-tahapan 

tertentu.  

2. Pengertian Hukuman 

Hukuman atau yang dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan 

punishment. Istilah hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai siksaan, balasan yang dikenakan oleh orang-orang yang 

telah melanggar Undang-Undang. Secara terminologi, hukuman adalah 

sebuah cara terakhir yang diberikan agar setiap orang yang melanggar 

hukum itu kembali sesuai dengan norma atau Undang-Undang yang 

berlaku dalam suatu lingkungan. Menurut Abdullah Nashih Ulwan, 

hukuman adalah memberi pelajaran baik bagi si pelaku ataupun orang lain, 

semua itu adalah cara yang tegas dan tepat untuk memperbaikinya. 

Menurut Elizabeth B. Hurlock dalam jurnal Pemberian Hukuman Dalam 

Perspektif Pendidikan Islam, hukuman adalah “Punishment means to 

inpose a penalty on a peronfor a faulth offenses or violation or 

retaliation”. Hukuman ialah menjatuhkan suatu siksa pada seseorang  

karena sutu pelanggaram atau kesalahan sebagai ganjaran atau 

balasannya.
27

 

 Hukuman yang dimaksud dalam skripsi ini, ialah hukuman bagi 

pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang dimana 

                                                             
27

Muhammad Fauzi, “Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Jurnal 

Al-IbrahI, Vol. 1 No. 1, hlm. 31-31.  
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hukuman ini mempunyai tujuan agar pelaku tindak pidana tersebut tidak 

mengulangi perbuatan jahatnya lagi. Secara umum  hukum pidana 

mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Hukum 

pidana melarang perbuatan yang mengancam keselamatan masyarakat 

umum. Tujuan akhir dari proses pidanaialah untuk menghukum mereka 

yang terbukti bersalah dengan bukti-ukti yang cukup dan real.
28

 

Menurut H.L. Packer dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Bahiej 

berpendapat bahwa hukuman pidana didasarkan pada dua tujuan, yaitu:
29

 

a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang melanggar 

Undang-Undang atau perbuatan yang tidak baik sehingga dapat 

membahayakan orang lain. 

b. Untuk memberi balasan atau penderitaan yang layak kepada pelaku 

tindak pidana tersebut agar tidak lagi mengulangi kejahatan.  

Dalam ilmu hukum pidana, ada beberapa teori yang mendasari 

pembenaran adanya pemidanaan, yaitu: 

a. Teori absolut atau teori pembalasan 

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18 dan dianut oleh 

beberapa tokoh yang mendalami permasalahan pidana dan keadilan. 

Menurut yang menganut teori ini adalah hukuman pidana akan 

dijatuhkan apabila seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak 

                                                             
28

“Tujuan Hukum Pidana Dan Pengertian  Menurut Ahli” https://id.berita.yahoo.com/  
29

Ahmad Bahiej, “Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional 

Indonesia”, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 1 No. 2, hlm. 401. 

https://id.berita.yahoo.com/
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pidana.
30

 Hukuman pidana dipandang sebagai akibat mutlak, harus 

ada, dan harus terlaksana sebagai pembalasan terhadap orang-orang 

yang melakukan kejahatan. Hukuman pidana tidak bertujuan secara 

praktis, seperti halnya meemperbaiki pelaku, membina pelaku agar 

lebih baik. Maka dari itu, tujuan utama dari teori ini  adalah murni 

tuntutan keadilan. Dalam artian bahwa teori ini ada untuk menegaskan 

keadilan. Barang siapa yang melakukan kejahatan, maka pelakunya 

harus mendapatkan hukuman yang sepadan.  

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan 

Teori relatif atau teori tujuan dikenal juga dengan sebutan teori 

utilitarian. Menurut teori ini, secara garis besar tujuan dari pidana tidak 

hanya untuk sekedar pembalasan, tetapi juga untuk mewujudkan 

ketertiban di dalam masyarakat. Menurut Muladi dan Barda Nawawi 

dalam jurnal ilmu hukum menjelaskan bahwa pidana bukan sekedar 

untuk memberi balasan atau imbalan kepada orang yang telah 

melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan-tujuan 

tertentu yang bermanfaat. Jadi tujuan pidana menurut teori ini adalah 

untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. 

Dengan istilah lain, pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana 

bukan untuk membalas perbuatan jahatnya, akan tetapi untuk 

mempertahankan ketertiban umum. 

 

                                                             
30

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung: PT. 

Alumni, 2005), hlm. 10.  
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c. Teori Gabungan 

Menurut teori gabungan, tujuan pemidanaan selain untuk 

membalas kejahatan pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi 

masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan 

kedua teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu teori aabsolut dan 

teori relatif. Kedua teori tersebut memiliki masing-masing kelemahan, 

yaitu:
31

 

1) Kelemahan teori absolut yaitu dapat menimbulkan ketidak adilan 

karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan 

bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus 

negara yang melaksanakan. 

2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidak adilan 

karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman yang 

berat. Kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuan utamanya adalah 

untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan. 

3. Kebiri Kimia  

Sejak kasus pidana pemerkosaan, kekerasan seksual dan pedofil 

yang semakin meningkat dikalangan anak-anak Indonesia, pemerintah 

Indonesia mulai melirik hukuman yang sudah diterapkan di beberapa 

Negara lainnya yaitu hukuman kebiri. Hukuam kebiri dapat dikategorikan 

dua jenis, yaitu hukuman kebiri biasa, yaitu hukuman kebiri yang 

dilakukan secara operasi yang menghilangkan kelenjar kelamin. Berbeda 

                                                             
31

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 70-

73.  
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dengan kebiri kimia, kebiri kimia merupakan  proses pengebirian yang 

melalui obat anafrodisiak untuk menurunkan libido atau aktifitas seksual, 

hukuman kebiri kimia juga tidak menghilangkan organ tertentu.
32

 Menurut 

Farmasi Universitas Gajah Madha (UGM), kebiri kimia adalah upaya 

untuk menurunkan dorongan seksual yang biasanya dilakukan untuk 

pelaku kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar hormon 

androgen yaitu testosterone pada pria dengan cara memberi zat kimia 

melalui penyuntikan. Testosteron ialah hormon utama yang diperlukan 

untuk hasrat seksual dan fungsi seksual.
33

  

Ada beberapa jenis obat-obat yang dapat digunakan untuk 

menekan reproduksi horman testosteron dalam kebiri kimiaa, yaitu:
34

 

a. Agonis LHRH (Luteinzing hormone-releasing hormone) 

Agonis LHRH digunakan untuk menurunkan testosterone yang 

diproduksi oleh testis. Seiring berjalannya waktu efek dari obat 

tersebut akan membuat testis menyusut dan bahkan membuat 

ukurannya menjadi sangat kecil. 

b. Antagonis LHRH 

Obat jenis ini bekerja secara langsung dengan menurunkan 

kadar hormon testosterone lebih cepat.  

 

 

                                                             
32

Rizky Wahyu Permana, “Kenali Apa Sebenarnya Kebiri Kimia dan Dampak Apa Yang 

Bisa Muncul” https://www.merdeka.com/  
33

https://farmasi.ugm.ac.id/id/apa-itu-kebiri-kimia/  
34

Kevin Adrian, “Seputar Kebiri Kimia dan Dampaknya Bagi Kesehatan Pria” 

https://www.alodokter.com/  
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c. Medroxyprogesterone acetate (MPA) 

Obat ini merupakan salah satu jenis kontrasepsi hormonal yang 

dapat digunakan oleh wanita. Jika diberikan kepada pria, maka MPA 

ini dapat merangsang testis untuk berenti menghasilkan testosteron 

sehingga jumlah hormon ini akan berkurang, hal tersebut akan 

membuat libido pada pria menurun drastis. 

Dampak dari kebiri kimia sendiri ada yang berdampak pada 

fisik dan juga dampak pada psikologis. Dampak fisik hormon 

testosterone merupakan hormon seks utama pada pria. Hormon ini 

berperan penting dalam meningkatkan massa otot hingga pertumbuhan 

rambut tubuh, khususnya pada masa pubertas. Ketika jumlah hormon 

testosteronnya berkurang, seorang pria bisa mengalami beberapa 

dampak terhadap fisik berikut ini, yaitu: peningkatan jaringan lemak 

dan kolesterol, penurunan massa otot, tulang menjadi rapuh atau 

keropos, kebotakan atau berkurangnya rambut di tubuh, bengkak atau 

nyeri di jaringan payudara, dan disfungsi ereksi. Sedangkan dampak 

psikologis dari kebiri kimia ada beberapa riset menunjukan dapat 

menyebabkan depresi dan gangguan cemas, berkurangnya memori atau 

ingatan, dan sulit berkonsentrasi. 

Tindakan kebiri kimia ini hanya dilakukan kepada pelaku 

dewasa yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau orang lain. Perbuatan tersebut membuat korban 
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mengalami gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau 

kehilangan fungsi reproduksi dan bisa sampai mengakibatkan 

meninggal dunia. Tindakan kebiri kimia ini akan dijalankan setelah 

pelaku menjalani pidana pokoknya. Terbitnya peraturan ini diharapkan 

dapat menjadi jawaban tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia 

dalam praktik.
35

 

4. Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik 

Dalam Undang-Undang, ada pemberlakuan tambahan hukuman 

bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu adanya pemasangan 

alat pendeteksi elektronik. Ketentuan peraturan tersebut termuat dalam 

salah satu pasal di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 220 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alata 

Pendeteksi Elektronik, Rehabilitas, dan Pengumuman Identitas Pelaku 

Kkerasan Seksual terhadap Anak. Aturan itu tercantum pada Pasal 2 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020. Sementara Pasal 3 

menyatakan berbagai tindakan hukum bakal dikerjakan oleh petugas yang 

memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah dari jaksa.
36

 

 Disebutkan juga dalam Pasal 15 Peratutan Pemerintah Nomor 70 

Tahun 2020 bahwa alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang 

elektronik atau lainnya yang sejenis dengan waktu paling lama 2 tahun. 

Pemasangan dilakukan secepatnya setelah pelaku menjalani pidana 
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Nathalina Naibaho dan Tunggal S. “Polemik Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan 

Seksual”, https://law.ui.ac.id/ diakses pada tanggal 03 Februari 2021.   
36

“Pencabulan Anak Kini Bakal Dipasangi Geleng Deteksi Elektronik”, 

https://www.cnnindonesia.com/ diakses pada tanggal 03 Januari 2021, Pukul 17:04 WIB. 
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pokoknya. Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik ini 

dimaksudkan unutk mengawasi gerak gerik pelaku agar tidak mengulangi 

perbuatan yang sama yaitu persetubuhanterhadap anak atau kekerasan 

seksual.  

5. Pro Kontra Tindakan Hukuman Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat 

Pendeteksi Elektronik 

Penambahan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomr 23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak. Dari diterapkan dan disahkan UU 

tersebut menuai pro dan kontra. Pihak kontra berpendapat bahwa 

berdasarkan pada ratifikasi Konvensi PBB tentang anti penyiksaan atau 

hukuman yang kejam tidak manusiawi dan tidak merendahkan martabat 

manusia. Amnesty Internasional Indonesia menyatakan penerapan kebiri 

kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak hanya sebagai  

hukuman tambahan, tetapi hukuman ini dinilai hukuman yang kejam karna 

melanggar hak asasi manusia.
37

 Pihak pro berpendapat bahwa dengan 

diterapkannya hukuman tambahan tersebut si pelaku akan merasa jera dan 

tidak akan mengulangi pelanggaran itu lagi. Selain menyetujui 

diterapkannya kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, 

pihak pro berpandangan dari perlindungan anak. Anak wajib dilindungi 

oleh pemerintah sebagai korban kekerasan seksual dijamin oleh Negara 
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melalui peraturan perundang-undangan. Maka dari itu penerapan kebiri 

kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan 

perwujudan perlindungan anak. 

B. Ketentuan Hukum Tentang Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat 

Pendeteksi Elektronik 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Undang 

Untuk menanggapi kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini 

semakin meningkat dan santer diberitakan, jika dilihat dari segi hukuman 

yang diberikan oleh pemerintah, hukuman yang diberikan kepada pelaku 

sepertinya kurang memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak, sehingga dari tahun ke tahun kekerasan seksual 

terhadap anak semakin meningkat dan itu dapat memicu rasa kenyamanan, 

ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Akibat yang 

ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak juga sangat 

membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh 

kembang anak.  

Sanksi pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya diatur dalam 

kitab undang-undang hukum pidana saja, tetapi juga diatur dalam undang-

undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 



30 
 

 
 

tentang perlindungan anak pada Pasal 81 dan Pasal 82 menyebutkan 

bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak 

mendapatkan hukuman minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima 

belas) tahun penjara serta denda sebanyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar 

rupiah).
38

 Setelah diterapkan dan diberlakukan hukuman diatas, dari tahun 

ke tahun efek yang dihasilkan dari hukuman tersebut tidak mengalami 

perubahan yang seharusnya bisa memberikan perlindungan dan 

pencegahan untuk kedepannya.  

Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan melakukan kebijakan 

hukum pidana melalui menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 

mengubah Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang sebelumnya 

menjelaskan tentang hukuman untuk pelaku kekerasan seksual terhadap 

anak dengan memasukkan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak
39

 karena dirasa hukuman yang diterapkan tersebut 

belum memberikan efek jera dan juga belum mampu mencegah secara 

komprehensif terjadinya kekerasan terhadap anak, sehingga perlu diubah.
40

 

Hukuman tambahan yang dimaksud adalah pengumuman identitas, 
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pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dan 

di dalam Pasal 81A ada tambahan yang lebih spesifik yaitu pelaksaan 

kebiri kimia yang disertai rehabilitasi. Hukuman pidana tambahan tersebut 

hanya diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual terdapan anak. 

Hukuman tambahan akan dilaksanakan apabila pelaku telah melaksanakan 

hukuman pokok terlebih dahulu. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi 

Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku 

Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

Tindakan kebiri kimia yaitu tindakan pemberian zat kimia dengan 

cara menyuntikkan atau bisa dengan metode lain, yang dilakukam kepada 

pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atu 

dengan orang lain, sehingga dapat menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) 

orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, 

terganggu atau hilangnya fungsi alat reproduksi, dan atau meninggal 

dunia, atau menekan hasrat seksual berlebih yang disertai dengan 

rehabilitas.  

Tindakan kebiri kimia, pemasangan alat elektronik, dan rehabilitasi 

dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual berdasarkan putusan 

pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitu pun dengan 

tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi harus 
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berdasarkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap. Pelaksanaan keputusan pengadilan dilaksanakan atas perintah jaksa 

setelah berkoordinasi dengan kementrian kesehatan, kementrian hukum, 

dan kementrian sosial.
41

 

Dalam Pasal 5 peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang 

tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi 

elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak menyebutkan bahwa eksekusi tindakan kebiri kimia 

dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Lalu dalam 

Pasal selanjutnya yaitu Pasal 6 disebutkan bahwa untuk menerapkan 

tindakan kebiri kimia harus melalui bebereapa tahap, yaitu:
42

 

a. Penilaian klinis; 

b. Kesimpulan; dan 

c. Pelaksanaan; 

Dalam Pasal 7 dan 8 dijelaskan secara detail penjelasan penilaian 

klinis dan kesimpulan dalam tindakan kebiri kimia. Penilaian klinis disini 

dilakukan oleh tim atau petugas yang memiliki kompetensi di bidang 

medis dan psikiatri. Setelah melewati tahap penilaian klinis, selanjutnya 

adalah kesimpulan, kesimpulan yaitu memuat hasil penilaian klinis untuk 

memastikan pelaku persetubuhan itu layat atau tidak untuk dikenakan 

tindakan kebiri kimia dan akan disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 

(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.  
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Pasal 9 menjelaskan secara detail tentang bagaimana proses 

pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pertama dalam melakukan tindakan kebiri kimia yaitu 

dilakukan setelah kesimpulan menyatakan pelaku persetubuhan layak 

untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.  

b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, 

lalu jaksa memerintahkan dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri 

kimia kepada pelaku.  

c. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pelaku selesai menjalani 

hukuman pokok.  

d. Pelaksanaan tindak kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik 

pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. 

e. Pelaksanaan tindak kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari 

kementrian hukum, kementrian social, dan juga kementrian kesehatan. 

f. Pelaksanaan tindak kebiri kimia harus dicantunkan dalam berita acara. 

g. Jaksa harus memberitahu kepada korban dan keluarga korban bahwa 

telah dilaksanakan tindak kebiri kimia. 
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BAB III 

HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL 

A. Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam adalah terjemahan yang berasal dari kata fiqh 

jina>yah, tetapi para fuqaha memaknai dengan istilah jari>mah. Kata الجنايات 

adalah bentuk jamak dari kata  جناية  yang diambil dari kata   يجنى -جنى  yang 

artinya mengambil atau memetik.
43

 Fiqh jina>yah adalah semua ketentuan 

hukum yang mengenai tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum 

atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf atau orang-orang 

yang sudah mampu dibebani oleh hukum sebagai hasil dari pemahaman atas 

dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur‟an dan hadis.
44

 

Menurut Abdul Qadir Audah dalam terminologi syara‟ ada 

pembahasan tentang perbuatan pidana yang cukup luas, bahwa beliau 

menjelaskan jina>yah adalah: 

ك غيْ ذالكعلى نفس أك ماؿ أ فالجناية اسم لفعل مُرـ شرعا سواء كقع الفعل  
“Jina>yah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh 
syara‟ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang 

lainnya”. 

 

Sebagian menggunakan kata jina>yah untuk perbuatan yang berkaitan 

dengan  jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan 
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kandungan dan lain sebagainya. Maka dari itu, fiqih jina>yah hampir sama 

dengan hukum pidana pada umunya.
45

 

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab 

(KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang 

didasarkan pada pada berat atau tidaknya hukuman, yaitu ada jina>yah, janhah, 

mukhalafah. Jina>yah di sini menjelaskan yang telah disebutkan dalam 

konstitusi dan merupakan tindak pidana yang membahayakan atau paling 

berbahaya. Maka dari itu, konsenkuensi yang didapat dari perbuatannya 

termasuk mendapatkan hukuman yang berat, seperti hukuman penjara seumur 

hidup, kerja keras, atau bahkan sampai hukuman mati. Yang kedua ada 

janhah, janhah merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih 

dari satu minggu tetapi tidak sampai dijatuhi hukuam mati atau hukuman 

seumur hidup. Sedangkan mukhalafah adalah jenis pelanggaran yang ringan 

yang hukumannya tidak lebih dari satu minggu.
46

 

Makna jina>yah dalam bahasa Indonesia biasanya sering disebut 

sebagai peristiwa pidana, tindak pidana atau delik. Sedangkan para fuqaha 

sering menggunakan atau menyebutnya dengan jina>yah atau jari>mah.  

Imam Al-Mawardi mengemukakan jari>mah sebagai berikut: 

ك تعزير شرعية زجرالله تعالى عنها بحد أت م مُظوراالجرائ  
Jari>mah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang akan 

diancam dengan hukuman h}ad atau ta’zi>r. 
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Dalam hukum pidana Islam tidak lepas dari tujuan syariat Islam, 

karena hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari hukum-hukum 

Islam. Syariat Islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam masalah pidana 

mempunyai tujuan secara umum adalah mendatangkan kemaslahatan kepada 

umat dan menghindari dari kemudhorotan (bahaya). Syariat Islam secara 

umum bertujuan untuk mengamankan lima hal dasar dalam kehidupan 

manusia. Lima hal itu adalah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek 

harta, dan aspek keturunan. Lima hal ini merupakan hal yang sangat pokok 

dalam hukum Islam bagi umat manusia.
47

 

Dalam buku karangan Topo Santoso yang berjudul Menggagas Hukum 

Pidana Islam menjelaskan tentang tujuan hukum pidana Islam ada dua tujuan. 

Tujuan pertama yaitu menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup 

yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Apabila salah satu dari 

kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan adanya ketidak seimbangan atau 

kekacauan. Ada lima kebutuhan hidup yang primer (d}aruriyya>t) yaitu 

memelihara  agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan 

memelihara keturunan. Tujuan kedua yaitu menjamin keperluan hidup atau 

keperluan sekunder (h}ajiyya>t), yaitu keperluan yang bisa memudahkan hidup 

manusia. Tujuan ketiga yaitu membuat perbaikan-perbaikan, yaitu kebutuhan 

pelengkap dalam kehidupan atau yang biasa disebut dengan tahsiniyya>t.48
  

Dalam Islam, jari>mah ditinjau dari hukumannya terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu jari>mah h}udu>d, jari>mah qis}a>s dan diat, dan jari>mah ta’zi>r. 
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1. Jari>mah H}udu>d 

Hudu>d merupakan bentuk jamak dari kata kata h}ad dalam bahasa 

arab yang artinya larangan dan batasan sesuatu. Menurut sebagian ulama, 

h}ad berarti sesuatu yang menjadi penghalang dua benda. Menurut Abdul 

Qadir Audah, pengertian h}ad yaitu: 

العقوبة المقدّرة حقّا للّو تعالى كالحدّ ىو  
Hukuman h}ad adalah hukuman yang telah ditentukan oleh 
syara‟  dan merupakan hak Allah ta‟ala. 

 

Menurut Al-Ashfahani, h}ad dalam pengertian umum merupakan 

pemisah antara dua hal yang menyebabkan keduanya tidak tercampur. 

Ulama lain mendefinisikan h}udu>d yaitu sanksi yang kadarnya ditetapkan 

oleh Allah Swt demi menciptakan kemaslahatan umum. Menciptakan 

kemaslahatan merupakan tujuan awal dari h}udu>d dan hukum pidana Islam. 

Maka dari itu hukuman h}udu>d merupakan sanksi yang telah ditentukan 

oleh Allah dalam Al-Qur‟an dan Hadis. Hukuman h}udu>d juga merupakan 

hak Allah yang tidak boleh ditukar atau diubah oleh siapa pun.
49

  

Hudu>d merupakan salah satu bentuk hukuman dari sekian 

banyaknya jenis hukuman yang dapat membuat pelaku tindak pidana 

kapok. Al-Qur‟an dan Hadis telah menetapkan hukuman-hukuman bagi 

pelaku tindak pidana (jara>im al-h}udu>d). Tindak pidana itu ada 7 (tujuh) 

macam, yaitu: 

 

                                                             
49

Fuad Thohari, Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, 

Qishas, dan Ta’zir) (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 45-47.  



38 
 

 
 

a. Zina 

Zina secara harfiah berarti fa>h}isyah yaitu perbuatan keji. Zina 

secara istilah diartikan sebagai hubungan kelamin antar seorang laki-

laki dan seorang perempuan yang satu sama lain tidak ada ikatan 

perkawinan. Para fuqaha (para ahli hukum Islam) mengartikan zina 

sebagai hubungan seksual. Maka dari itu, zina merupakan pelanggaran 

yang hukumannya berat. 

Zina termasuk kedalam jari>mah h}udu>d. Berdasarkan ayat Al-

Qur‟an yang membahas tentang hukuman zina ada di dalam surat An-

Nur ayat (2) yang menjelaskan apabila ada seorang laik-laki dan 

seorang perempuan yang belum menikah (gayru muh}s}an) maka akan 

dikenakan hukuman dera atau cambuk sebanyak 100 (seratus) kali. 

Jika pelaku zina itu seorang laki-laki atau perempuan yang sudah 

menikah (muh}s}an) maka hukuman yang dikenakan yaitu hukuma 

rajam. 

b. Tuduhan zina tanpa disertai dengan bukti yang cukup (qaz}af) 

Qaz}af dalam pandangan hukum syara‟ ada dua macam, yaitu 

qaz}af yang hukumannya h}add dan qaz}af yang hukumannya ta’zi>r.50
 

Qaz}af yang hukumannya h}add adalah menuduh orang yang sudah 

mempunyai ikatan perkawinan (muhsan) berbuat zina, sedangkan 

qaz}af yang hukumannya ta’zi>r adalah menuduh seseorang selain 

menuduh zina.  
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c. Pencurian (sari>qah) 

Sari>qah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya pencurian. 

Sari>qah adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari 

tempat penyimpanan. Menurt Wahbah al-Zuhaili dalam buku karya 

Marsaid berpendapat, sari>qah adalah mengambil harta milik orang lain 

dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan 

secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. 

Sanksi atau hukuman bagi pelaku pencurian (sari>qah) ada 

beberapa macam. Jika dapat dibuktikan dengan unsur-unsur dan 

syarat-syarat maka pelaku pencurian akan dijatuhi hukuman, yaitu 

mengganti kerugian dan bisa juga dengan hukuman potong tangan 

sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat (38) sebagai 

dasar hukum dalam jari>mah sari>qah. Ada pendapat menurut jama‟ah 

kecuali Ibnu Majah, Nabi bersabda: “tidak potong tangan pencuri 

kecuali apabila harga barang yang dicuri itu seharga seperempat dinar 

atau lebih”.   

d. Perampokan (h}ira>bah) 

Dalam hukum pidana Islam, kata h}ira>bah diambil dari kata 

h}arb yang artinya menyerang atau menyambar harta. Golongan 

Syafi‟iyyah berpendapat tentang pengertian jarimah h}ira>bah yaitu 

keluar untuk mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti 

dengan menggunakan kekuatan pedang yang dilakukan jauh dari 

pertolongan. Sebenarnya, jarimah h}ira>bah digolongkan kepada tindak 
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pidana sari>qah. Yang membedakan antara sari>qah dan h}ira>bah, h}ira>bah 

adalah tindak pidana yang merampas atau mengambil harta orang lain 

dengan cara memaksa menggunakan kekuatan.
51

 Sedangkan sari>qah 

adalah mengambil barang atau harta milik orang lain secara diam-

diam. 

Jarimah h}ira>bah adalah salah satu bentuk jari>mah hudu>d yang 

diharamkan syara‟ dan diancam dengan hukuman yang berat. Dalam 

kitab suci Al-Qur‟an telah tercantum sanksi terhadap pelaku jarimah 

h}ira>bah yaitu hukum mati, hukum salib, potong tangan dan kaki secara 

menyilang. 

e. Minum Khamar (syurb al-khamr) 

Minum minuman keras seperti minuman yang bisa membuat 

mabuk. Apapun asalnya, Imam Malik, Imam Syafi‟I, Imam Ahmad 

seperti dikutip dalam buku A. Dzajuli, bahwa yang dimaksud dengan 

khamr adalah minuman yang memabukkan. Jika ada minuman lain 

yang bukan khamr tetapi itu memabukkan, maka letak keharamannya 

bukan pada minuman itu, tetapi pada zat minuman tersebut yang 

membuat mabuk.
52

 

Hukuman atau sanksi bagi orang yang minum, para ulama 

sepakat bahwa para konsumen khamr ditetapkan hukuman h}add, yaitu 

hukuman dera (cambuk) sesuai dengan berat dan ringannya 
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pelanggaran orang tersebut. Menurut Imam Syafi‟i, hukuman yang 

dikenakan yaitu 40 kali. Menurut Hanafiyah dan Malik, h}add bagi 

peminum khamr adalah di dera atau dicambuk sebanyak 80 kali, 

pernyataan ini sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Umar bin 

Khattab. Sedangkan menurut Al-Syafi‟i h}addnya adalah 40 kali dera 

sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw, Abu Bakar, dan 

Ali bin Abi Thalib.
53

 

f. Pemberontakan (al-bagyu) 

Pemberontakan atau al-bagyu menurut ulama Syafi‟iyah adalah 

orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak 

menaatinya dan melepaskan diri dari atau menolak kewajiban dengan 

kekuatan, argumentasi dan memiliki pemimpin.
54

 Menurut sebagian 

ulama, pemberontakan termasuk ke dalam jari>mah hudu>d, ini 

didasarkan pada surat Al-Hujurat (49): 9. Berdasarkan dalil tersebut, 

telah dijelaskan bahwa hukuman bagi pemberontak yaitu hukuman 

mati atau wajib diperangi agar golongan tersebut kembali ke jalan 

Allah yang benar.  

g. Murtad (riddah) 

Secara bahasa riddah berasal dari kata radda yang artinya 

mengembalikan atau memalingkan. Secara istilah, riddah adalah suatu 

perbuatan yang kembali dari ajaran agama Islam kepada kekafiran atas 

keinginan sendiri tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun. 
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Menurut Ahmad Djazuli, ada beberapa unsur yang dapat dijatuhi 

pidana, yaitu: keluar dari agama Islam, adanya niat yang tidak baik, 

yang melakukan sudah baligh dan berakal, dan dilakukan tanpa adanya 

paksaan.
55

  

Menurut sebagian ulama, riddah termasuk kedalam jari>mah 

hudu>d. Dasar hukum ditetapkannya jari>mah hudu>d ada di dalam Al-

Qur‟an dan Hadis Nabi. Berdasarkan hadis nabi, para ulama 

berpendapat bahwa orang yang murtad atau melakukan riddah maka 

hukuman yang dijatuhi adalah hukuman mati (hukuman pokok). 

Namun hukuman tersebut bisa gugur apabila orang yang murtad itu 

kembali kepada Islam dan taubat, maka hukuman penggantinya adalah 

hukuman ta’zi>r.  

2. Jari>mah Qis}a>s} dan Diat 

Qis}a>s merupakan bentuk turunan dari kata qasha-yaqushu-

qashshan wa qash ashan dalam bahasa arab yang  berarti menggunting, 

mendekati, mengikuti (jejaknya), dan membalas.
56

 Secara terminologi 

yang dikemukakan oleh Al-Jurjani dalam buku Fiqh Jinayah, beliau 

menjabarkan bahwa qis}a>s} yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi 

hukum) kepada pelaku tindak pidana yang sama persis pelaku tersebut 

lakukan kepada korban. Sementara itu dalam Al-Mu’jam Al-Wasit, qishas 

diartikan sebagai tindakan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku 
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tindak pidana dengan cara membalas pelaku tindak pidana dengan 

perbuatan yang sama, misalnya nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh 

dibalas dengan anggota tubuh juga. Maka dari itu, nyawa pelaku tindak 

pidana pembunuhan dapat dibalas dengan nyawa juga karena dia 

melakukan perbuatan tersebut terhadap orang lain.
57

 

Dalam fiqh jinayah, sanksi qis}a>s}  ada 2 (dua) macam, yaitu qis}a>s}  

karena melakukan jari>mah pembunuhan dan qis}a>s} karena jari>mah 

penganiayaan. Sanksi hukum qis}a>s}  yang diterapkan kepada pelaku tindak 

pidana pembunuhan sengaja (terencana) terdapat di dalam firman Allah 

QS. Al-Baqarah (2): 178 : 

 يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فِ القتلى

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. 

Sebagaimana yang telah diketahui, ayat diatas berisi tentang 

hukuman qis}a>s}  berlaku untuk pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan 

sengaja atau dengan terencana atau tersusun dengan baik dan pihak 

keluarga korban tidak dapat memaafkan perbuatan pelaku tersebut. Jika 

keluarga korban memaafkan pelaku, maka hukuman qis}a>s}  tidak bisa 

diberlakukan dan diganti menjadi hukuman diyat. Ulama fiqh 

membedakan jari>mah pembunuhan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:  

a. Pembunuhan sengaja (terencana) 

b. Pembunuhan semi-sengaja 

c. Pembunuhan tersalah 
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Dari ketiga kategori tersebut, sanksi hukuman qis}a>s} hanya 

berlaku untuk kategori pembunuhan pertama, yaitu pembunuhan sengaja 

(terencana). Adapun sanksi untuk kedua kategori pembunuhan yaitu 

berupa membayar diat. Hukuman qis}a>s} dan diat merupakan hak manusia, 

maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau bisa digugurkan oleh 

keluarga korban. 

3. Jari>mah Ta’zi >r 

Secara bahasa, ta’zi>r merupakan kata mas}dar yang berasal dari 

kata ‘azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, bisa juga 

diartikan menguatkan, memuliakan, membantu. Ta’zi>r juga bisa diartikan 

sebagai hukuman yang dapat memberi pelajaran.
58

 Menurut Wahbah Al-

Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh bahwa sanksi ta’zi>r 

adalah hukuman-hukuman yang secara syara‟ yang tidak ditegaskan 

ukurannya atau batasannya.
59

 Secara umum, sanksi ta’zi>r adalah sanksi 

yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana yang telah melakukan 

pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan 

tidak termasuk ke dalam kategori hukuman h}udu>d dan kafarat. Karena 

sanksi ta’zi >r ditentukan oleh Al-Qur‟an dan Hadis.  

Hukuman ta’zi>r boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan 

kemaslahatan, berikut ini ada sebuah kaidah yang menyinggung tentang 

ta’zi>r : 
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ةحالمصلعزير يدكر مع التّ   

Ta’zi>r itu sangat tergantung kepada tuntutan kemashlahatan. 

Para ulama membagi jari>mah ta’zi>r menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:  

a. Jari>mah yang berkaitan dengan hak Allah. Yang dimaksud dengan 

berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan 

dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka 

bumi, perampokan, perzinahan, dan lain-lain. 

b. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan hak perorangan. Yang dimaksud 

dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala 

sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti 

tidak membayar hutang maka akan kena akibatnya sendiri. 

Perbedaan yang menonjol antara jari>mah ta’zi>r, jari>mah hudu>d, 

qis}a>s}/diyat adalah:
60

  

a. Dalam jari>mah hudu>d tidak ada pemaafan, baik dari pihak perorangan 

atau pun ulil amri. Sedangkan dalam jari>mah ta’zi>r, kemungkinan 

pemaafan itu ada, baik dari pihak perorangan atau pun ulil amri, bila 

hal itu lebih maslahah. 

b. Dalam jari>mah ta’zi>r, hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat 

bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat 

kejahatan. Sedangkan dalam jari>mah hudu>d yang diperhatikan oleh 

hakim hanyalah kejahatan material. 

                                                             
60

H. A. Djazuli, Fiqh Jinayah, hlm.166-167. 



46 
 

 
 

c. Pembuktian jari>mah hudu>d dan qishash harus dengan adanya saksi 

atau pengakuan, sedangkan pembuktian jari>mah ta’zi>r sangatlah luas 

kemungkinannya. 

d. Hukuman h}add maupun qis}a>s}h tidak dapat dikenakan kepada anak 

kecil, karena menjatuhkan had haruslah sudah baligh, sedangkan ta’zi>r 

itu bersifat mendidik.  

Maksud utama dari sanksi ta’zi>r adalah sebagai fungsi  preventif 

dan represif serta kuratif dan edukatif. Maka dari itu ta’zi>r harus 

membawa kemaslahatan umat.
61

 Pertama, fungsi preventif adalah sanksi 

ta’zi>r yang harus memberikan dampak positif bagi yang lain, sehingga 

yang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan si pelaku jari>mah. 

Kedua, fungsi represif adalah bahwa sanksi ta’zi>r harus memberikan 

dampak positif bagi si pelaku yang terhukum agar jera dan tidak 

mengulangi perbuatannya lagi. Maka dari itu, dalam memberikan 

hukuman ta’zi>r harus sesuai dengan kebutuhan, artinya tidak lebih pun 

tidak kurang sebagaimana prinsip keadilan, sesuai dengan porsinya. 

Ketiga, fungsi kuratif adalah bahwa sanksi ta’zi>r harus mampu perubahan 

sikap dan perilaku untuk ke depannya. Keempat, fungsi edukatif adalah 

bahwa sanksi ta’zi>r harus mampu menumbuhkan hasrat si pelaku untuk 

mengubah pola hidupnya agar terbiasa untuk menjauhi perbuatan-

perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman yang akan dikenakan, 
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akan tetapi karena sadar bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan jahat 

dan kriminal. 

Adapun ruang lingkup dari jari>mah ta’zi>r adalah sebagai berikut: 

a. Jari>mah hudu>d, qis}a>s} dan diat yang terdapat syubhat yaitu jarimah 

yang tidak memenuhi syarat dan unsur. 

b. Percobaan pada jari>mah atau percobaan untuk melakukan tindak 

pidana. 

c. Jari>mah yang ditentukan langsung dalam Al-Qur‟an dan Hadis, tetapi 

tidak disertai ketentuan-ketentuan hukumannya. 

B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam 

Dalam hukum pidana Islam memandang setiap hubungan badan 

atau hubungan kelamin di luar nikah baik pelaku sudah menikah atau 

belum menikah, baik melakukannya dengan suka sama suka atau pun tidak 

suka. Perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan zina, dan dengan 

perbuatan tersebut maka adanya ancaman hukuman dari perbuatan 

tersebut.
62

 Dalam Islam, perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan 

dosa besar. Islam pun sangat melarang perbuatan tersebut, karena 

perbuatan zina selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. 

Secara bahasa, kata zina berasal dari kata bahasa Arab yaitu zana-yazni-

zinan yang mempunyai arti berbuat zina, perbuatan yang dilarang. Secara 
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harfiah, zina berarti fa>h}isyah yaitu perbuatan yang keji. Jika dilihat dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada beberapa definisi zina, yaitu:
63

 

a. Zina yaitu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan 

yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah.  

b.  Zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki yang terikat 

dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang 

perempuan yang terikat dengan seorang laki-laki yang  bukan 

suaminya.  

Ibnu Rusyd memaknai zina bahwa setiap persetubuhan yang 

terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu (syubh}at) 

dan bukan juga rasa memliki terhadap budak. Syafi‟iyyah berpendapat, 

zina adalah perbuatan yang memasukkan zakar ke dalam farji yang 

diharamkan karena zatnya tanpa ada syubh}at dan menurut tabiatnya 

menimbulkan syahwat.
64

  

Di Indonesia, akhir-akhir ini sering terjadi dan bahkan sedang 

santer diberitakan tentang kekerasan seksual, termasuk kasus kekerasan 

seksual terhdap anak. Dalam hukum pidana Islam tidak mengenal istilah 

kekerasan seksual, karena jika dilihat dari pandangan hukum pidana Islam, 

kasus kekerasan seksual ini termasuk kedalam jarimah zina atau jarimah 

qurb az-zina (perbuatan yang mendekati zina).
65

 Hukum pidana Islam 

menegaskan bahwa semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan 
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antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan pernikahan 

disebut dengan zina. Dalam Al-Qur‟an juga tidak dijelaskan tentang 

pelecehan seksual, yang dibahas dan dijelaskan di dalam al Qur‟an adalah 

tentang zina. Di dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa berciuman 

atau memegang lawan jenis yang bukan mahram dengan syahwat saja 

tidak boleh dan sudah termasuk kedalam perbuatan zina. Terdapat dalam 

surat QS. al Isra‟ ayat (32): 

تقربوا الزى  إنوّ كاف فحشة كساء سبياكلَ  

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. 

Alasan hukum pidana Islam melarang perbuatan zina dan 

mengancamnya dengan hukuman yang berat itu karena perbuatan zina bisa 

merusak ssistem kemasyarakatan dan dapat membahayakan keselamatan. 

Zina merupakan termasuk kedalam pelanggaran sistem kekeluargaan, 

sedangkan keluarga adalah dasar untuk berdirinya masyarakat. 

Membolehkan zina berarti membiarkan kerusakan dan kekejian untuk 

menghancurkan tatanan masyarakat yang baik. Sedangkan itu adalah hal 

yang berbanding terbalik dengan tujuan utama dari hukum pidana Islam. 

2. Batasan  dan Sanksi Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual 

Dalam Islam pelaku zina dibedakan menjadi dua, yaitu pezina 

muh}s}an dan gayru muh}s}an. Pezina muh}s}an adalah seseorang yang berzina 

tetapi sudah memiliki pasangan sah atau sudah menikah. Sedangkan gayru 



50 
 

 
 

muh}s}an adalah seseorang yang melakukan perbuatan zina yang belum 

pernah menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah.
66

 

Adapun sanksi hukuman bagi pelaku zina dalam hukum pidana 

Islam adalah:
67

 

a. Sanksi Hukuman Untuk Pezina Muh}s}an 

Hukuman untuk pelaku zina muh}s}an ini ada dua macam, yaitu: 

1) Didera seratus kali. Hukuman dera seratus kali diterapkan sesuai 

dengan apa yang ada di dalam Al-Qur‟an dalam surat An-Nur ayat 

2 dan beberapa hadis Rasulullah Saw. 

2) Hukuman Rajam. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan 

cara pelaku zina dilempari batu sampai meninggal. Hukuman rajam 

merupakan salah satu hukuman yang diakui dan diterima oleh 

fuqaha. 

b. Sanksi Hukuman Untuk Pezina Gayru Muh}s}an 

Hukuman untuk pelaku zina gayru muh}s}an ada dua macam 

sanksi hukuman, yaitu: 

1) Hukuman Dera 

Apabila zina dilakukan oleh seorang bujang dan gadis, 

maka mereka akan dikenakan hukuman dera (cambuk) sebanyak 

100 kali. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. an-Nur ayat 

2 dan hadis Rasulullah Saw. Hukuman dera adalah hukuman h}add 
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yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh syara’. Oleh karena itu, 

peneggak hukum tidak boleh menambah, mengurangi, menunda 

pelaksanaannya, atau mengganti hukuman dengan yang lain.  

2) Hukuman Pengasingan 

Hukuman yang kedua yaitu hukuman untuk pelaku zina 

gayru muh}s}an. Hukuman pengasingan dijalankan selama satu 

tahun lamanya. Menurut sebagian Ulama, hukuman pengasingan 

tidak termasuk ke dalam hukuman h}add, tetapi termasuk dalam 

hukuman ta’zi>r. 

3. Pembuktian Untuk Jarimah Zina 

Pelaku jarimah zina dapat dikenakan hukuman apabila 

perbuatannya dapat dibuktikan. Ada tiga cara untuk membuktikan apakah 

pelaku jaimah dapat dikenakan hukuman atau tidak:
68

 

a. Pembuktian dengan saksi 

Para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina dapat dibuktikan 

dengan adanya 4 (empat) orang saksi. Jika saksi kurang dari 4 (empat) 

orang maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Seseorang yang 

dapat dikatakan sebagai saksi memiliki beberapa syarat agar bisa 

dikategorikan sebagai saksi. Syarat-syarat saksi tersebut yaitu saksi 

harus seorang laki-laki yang sudah baligh (dewasa), berakal, kuat 

ingatan, dapat berbicara, adil, beragama Islam, dan harus berjumlah 4 

(empat) orang. 
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b. Pembuktian dengan pengakuan 

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah 

zina dengan terpenuhinya syarat-syarat tertentu, yaitu: Pertama, 

pengakuan harus dinyatakan sebanyak 4 (empat) kali. Kedua, 

pengakuan harus detail dan jelas tentang perbuatan tersebut, sehingga 

dengan penjelasan tersebut, tidak ada lagi ketidak jelasan dalam berita.  

Ketiga, pengakuan harus sah dan benar. Dengan kata lain, yang 

memberi penjelasan harus dengan keadaan sadar dan berakal serta 

tidak adanya unsur paksaan dari siapapun. 

c. Pembuktian dengan Qari>nah 

Qari>nah atau tanda bisa dianggap sebagai alat bukti dalam 

jarimah zina, contoh dari pembuktian dengan qari>nah yaitu adanya 

kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak 

diketahui keberadaan suaminya. Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi‟i, 

dan Imam Ahmad, apabila tidak ada bukti lain untuk jari>mah zina 

selain adanya qari>nah kehamilan, maka apabila wanita itu mengaku 

bahwa ia melakukan zina itu dengan dipaksa, atau perbuatan 

persetubuhannya terjadi karena syubhat, maka tidak diberlakukannya 

hukuman h}add atas wanita tersebut. 



 

53 
 

BAB IV 

ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN 

PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK KEPADA PELAKU 

KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA IS LAM 

A. Kebijakan Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi 

Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual 

Persetubuhan dalam Buku II bab XIV KUHP tentang kejahatan 

terhadap kesusilaan yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) hanya dikenal sebagai perbuatan tindak pidana yang lebih mengarah 

kepada cabul dan pemerkosaan. Kejahatan tersebut diartikan sebagai tindak 

pidana yang berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan oleh laki-laki 

ataupun dilakukan oleh perempuan. Dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang melarang melakukan 

persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan dan belum berusia lima belas 

tahun, lalu dalam Pasal 292 KUHP ada larangan melakukan perbuatan cabul 

bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis kelamin dan belum dewasa, 

dan dalam Pasal 294 KUHP larangan berbuat cabul dengan anaknya, anak 

tirinya, anaak angkat, atau anak di bawah perwalian yang belum dewasa.
69

 

Jika kita merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka 

istilah kekerasan terhadap anak dan pemerkosaan anak termasuk kejahatan  

terhadap anak yang diatur secara khusus dari segi hukumannya maupun segi 
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tindakannya.
70

 Undang-Undang Perlindungan Anak diundangkan dengan 

tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, terutama untuk 

melindungi anak-anak bangsa dari pelaku pedofilia. Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum bahwasannya negara menjamin 

hak-hak setiap warga negara termasuk hak anak dalam kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang, serta dijaminnya perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, berkembangnya teknologi 

dan informasi, kasus kekerasan seksual semakin meningkat tajam. Tidak 

hanya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tetapi juga kekerasan 

terhadap anak, yang mana dari kejadian tersebut banyak mental anak yang 

terganggu akibat menjadi korban dari kekerasan seksual. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak 

Diubah Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

yang mana salah satu dari perubahan tersebut menitik beratkan pada 

pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. 

Tetapi dengan adanya undang-undang ini, kasus kekerasan seksual terhadap 

anak tidak menurun dan tidak menunjukkan perubahan lebih baik. Larangan 

melakukan kekerasan seksual terhadap anak tercantum dalam Pasal 76D yang 

berbunyi:
71
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Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain. 

Penjelasan dari pasal di atas yaitu setiap orang dilarang melakukan 

kekerasan baik kekerasan fisik atau pun kekerasan psikis terhadap anak. 

Definisi anak ada di dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 1 menjelaskan 

bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang ada di dalam kandungan.
72

 Dari pengertian anak 

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2002 

dapat diketahui bahwa seseorang yang dapat disebut anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang masih dalam 

kandungan sudah termasuk sebagai anak.
73

 

Selanjutnya tercantum pada Pasal 76E dalam Undang-Undang Nomor 

35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak yang dikatakan: 

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul. 

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin santer 

diberitakan. Seperti beberapa kasus yang ada, hukuman penjara masih 

diberlakukan sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Pasal 81 

ayat (1) yang dikatakan: 
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Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76D maka akan mendapatkan hukuman pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan akan 

dikenakan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 

Sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 81 ayat (1) jika tindak 

pidana kekerasan seksual terhadap anak ini dilakukan oleh orang tua, wali, 

pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka hukuman pidananya 

akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Sedangkan hukuman 

lainnya menurut KUHP Pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa 

hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 (sembilan) 

tahun (menurut Pasal 287) dan maksimal 5 (lima) tahun (menurut Pasal 292). 

Adapun tanggungjawab pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan 

anak, tercantum dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) salah satu bentuk perlindungan terhadap anak 

yaitu dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap anak. 

Akibat kekerasan seksual terhadap anak yang semakin menjadi-jadi, 

pada akhirnya pemerintah Indonesia menambahkan hukuman bagi pelaku 

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dicantumkan dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Pasal 81. Dalam undang-undang 
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tersebut, bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual 

terhadap anak akan dikenakan hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara 

dan dikenakan hukuman tambahan yaitu hukuman kebiri kimia, pemasangan 

alat pendeteksi elektronik, dan juga pengumuman identitas pelaku kekerasan 

seksual agar masyarakat umum mengetahui dan juga mendapatkan sanksi 

sosial dari masyarakat umum. 

Adanya hukuman tambahan dalam undang-undang kekerasan seksual 

bertujuan agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi tidakan 

tersebut. Karena hukuman yang berlaku dari tahun ke tahun tidak mengalami 

perubahan, hal ini merupakan salah satu kelemahan hukum karena adanya 

hukuman atau diberlakukannya hukuman itu seharusnya bisa memberikan 

perlindungan dan pencegahan agar tidak terjadi lagi kejadian sebelumnya.
74

 

Salah satu tujuan diterapkannya pemasangan alat pendeteksi elektronik adalah 

agar setelah terbebas dari hukuman tersebut, pelaku masih bisa dijangkau oleh 

pengawasan pihak kepolisian agar pelaku tidak melakukan tindakan tersebut 

untuk kesekian kalinya.  

Pada tahun 2019, terungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak di 

Mojokerto, Jawa Timur. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan 

Negeri Mojokerto terhadap pelaku karena pelaku telah melanggar Pasal 76D 

junto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku tersebut dihukum penjara selama 12 

tahun dan dikenakan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 

                                                             
74

Kristina Sitanggang, “Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku 

Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana”, Tesis, (Medan: Fakultas 

Hukum Universitas Sumatera Utara), hlm.   



58 
 

 
 

6 (enam) bulan kurungan. Selain itu, pelaku juga dijatuhkan hukuman kebiri 

kimia. Pelaku telah melakukan kekerasan seksual sebanyak 9 (sembilan) kali 

dan korbannya merupakan anak-anak. Karena kasus tersebut adalah kasus 

yang pertama dalam penjatuhan kebiri kimia oleh hakim, pada akhirnya 

petugas kesehatan menolak pelaksanaan tindakan kebiri kimia dikarenakan 

belum adanya teknik dan tata cara pelaksanaan tindak kebiri kimia tersebut.
75

 

Tahun 2020 lalu, ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, 

Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman 

Indentitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. PP Nomor 70 ini 

merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak.  

Dalam PP kebiri kimia dijelaskan di bagian kedua tata cara 

pelaksanaan tindakan kebiri kimia. dalam Pasal 5 PP kebiri kimia dikatakan 

bahwa: 

“Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 

(dua) tahun” 

Maksud dalam Pasal di atas yaitu tindakan kebiri kimia akan 

dikenakan sampai paling lama 2 (dua) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 6 

dikatakan bahwa: 
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“Tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan: 

a. Penilaian klinis 

b. Kesimpulan 

c. Pelaksanaan 

Hukuman kebiri kimia dapat dilaksanakan apabila telah ada hasil 

kesimpulan dari penilaian klinis pada pelaku apakah layak atau tidak untuk 

dikenakan tindakan kebiri kimia. Pelaku juga tidak semata-mata disuntikkan 

cairan kimia, tetapi harus disertai dengan rehabilitasi untuk menekan hasrat 

seksual berlebih pelaku agar perilaku menyimpang seksual pelaku dapat 

dihilangkan.
76

 

Pemberlakuan tindak kebiri kimia bisa dilaksanakan apabila pelaku 

kekerasan seksual telah melakukan tindakan tersebut lebih dari 1 (satu) 

korban. Akibat dari tindak pidana kekerasan seksual bisa menimbulkan akibat 

yang cukup berat terhadap koban, yaitu luka berat, gangguan jiwa, penyakit 

menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi atau bahkan 

menyebabkan korban meninggal dunia. Sebagaimana yang telah dicantumkan 

pada Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan 

alat pendeteksi elektronik Pasal 9 dijelaskan bahwa yang berwenang dalam 

pelaksanaan tindakan tersebut yaitu petugas yang memiliki wewenang dalam 

bidangnya atas berita jaksa pengadilan. Jaksa memerintahkan dokter untuk 

melaksanakan tindakan kebiri kimia dan tindakan tersebut dilaksanakan di 

rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. 

Pelaksanaan tersebut dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementrian yang 

                                                             
76

“Kasus Kekerasan seksual terhadap anak tinggi, presiden tetapkan PP Nomor 70 Tahun 

2020 Tentang Kebiri Kimia”, https://www.kemenpppa.go.id/, diakses pada 04 Januari 2021.  
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menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, dan kementrian 

kesehatan.  

Selain pelaksanaan tindakan kebiri kimia diberlakukannya juga 

pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tujuan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik adalah agar pelaku tidak melarikan diri dan selalu diawasi. 

Sedangkan pengumuman identitas selama 1 (satu) bulan kalender melalui 

papan pengumuman, media resmi kejaksaan, media cetak, media elektronik 

atau media sosial yang dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan 

Informatika dan Kemen PPPA. Selain itu, yang ikut andil dalam Peraturan 

Pemerintah tentang kebiri kimia ada Kementrian Kesehatan, Kementrian 

Hukum dan HAM, dan Kementrian Sosial untuk menyusun Peraturan Menteri 

yang membahas tentang bagaimana tata cara dan prosedur teknis dalam 

melaksanakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elekrtonik, 

rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku. 

B. Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Elektronik Kepada 

Pelaku Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam 

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia akhir-

akhir ini semakin santer diberitakan, bahkan hampir semakin hari kasus 

tersebut semakin terkuak. Sanksi yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak pun terasa tidak menimbulkan efek jera bagi si pelaku 

sehingga semakin banyak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak dari 

tahun ke tahun. 
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Dalam hukum positif yang diterapkan di Indonesia, sanksi yang 

dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam 

banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak 

pidana di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Misalnya ada 

pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Dalam undang-undang di atas, terdapat sanksi untuk 

pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) yang 

mengatakan bahwa pelaku akan dijatuhi hukuman penjara dan hukuman 

denda. Sedangkan dalam Pasal 81 ayat (7) yaitu dikatakan adanya hukuman 

tambahan bagi pelaku kekerasan seksula terhadap anak yaitu tindakan kebiri 

kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. 

Dikeluarkannya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik disetujui oleh sebagian masyarakat dan sebagian lagi tidak 

menyetujui. Masyarakat yang berpendapat setuju berpikir bahwa dengan 

diterapkannya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik para pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan jera sehingga 

tidak akan mengulangi tindakan tersebut lagi. Tetapi menurut sebagian 

masyarakat yang menolak atau tidak menyetujui diadakannya hukuman kebiri 

kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, bahwa hukuman tersebut 

tidak sesuai dengan hak asasi manusia atau pun tidak manusiawi. 
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Dalam hukum pidana Islam tidak dikenal istilah kekerasan seksual, 

karena jika dilihat dari hukum pidana Islam setiap perbuatan yang 

berhubungan dengan seksualitas atau hubungan badan atau hubungan kelamin 

di luar ikatan pernikahan baik si pelaku suka sama suka atau pun dipaksa, 

perbuatan tersebut termasuk ke dalam jari>mah zina. Perbuatan zina merupakan 

salah satu perbuatan terlarang yang berdosa besar. Dalam Al-Qur‟an dan 

Hadis tidak dijelaskan tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual, 

tetapi Al-Qur‟an membahas tentang zina.  

Sanksi bagi pelaku zina di dalam hukum pidana Islam yaitu terbagi 

menjadi 2 (dua)  Bagi pelaku zina muhs}an atau  seseorang yang berzina tetapi 

sudah terikat perkawinan itu dijatuhi hukuman dera atau cambuk sebanyak 

100 (seratus) kali, diterapkan sesuai dengan QS. An-Nur ayat (2) dan beberapa 

hadis Rasulullah Saw. Selain dijatuhi hukuman dera, pelaku zina muh}s}an juga 

dijatuhi hukuman yang berat, yaitu hukuman mati dengan cara dirajam (pelaku 

zina dilempari batu sampai meninggal). Sedangkan bagi pelaku zina gayru 

muh}s}an sanksi yang dijatuhi ialah hukuman dera atau cambuk sebanyak 100 

(seratus) kali dan diasingkan selama kurang lebih satu tahun.
77

 

Jika dilihat dari hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, 

tujuan diterapkannya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik adalah sama-sama untuk menghukum pelaku agar jera agar tidak 

mengulangi perbuatannya lagi dan untuk kemaslahatan masyarakat agar tidak 

resah dalam mengawasi anak-anaknya. Dari segi teori pemidanaan di dalam 
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hukum pidana Indonesia,  penerapan hukuman kebiri kimia dan pemasangan 

alat pendeteksi elektronik termasuk ke dalam teori absolut atau teori 

pembalasan. Menurut teori ini hukum pidana dijatuhkan karena seseorang 

telah melakukan kejahatan atau melanggar peraturan maka sudah sepatutnya 

seseorang yang melanggar peraturan harus diberi hukuman yang sesuai 

dengan apa yang dilakukan.
78

 Seperti halnya tujuan dari teori ini adalah untuk 

tuntutan keadilan. Karena jika dikaitkan dengan tindak pidana  kekerasan 

seksual terhadap anak, korban yang akan menanggung beban yang sangat 

berat. Banyak korban yang mengalami gangguan baik fisik maupun mental 

pasca terjadinya kekerasan seksual. Tujuan teori ini sama dengan tujuan dari 

hukum pidana Islam yaitu sebagai pembalasan atas perbuatan jahat atau tindak 

pidana yang dilakukan.  

Tindak pidana kekerasan seksual di dalam hukum pidana Islam 

termasuk dalam golongan jari>mah zina, walaupun di dalam Al-Qur‟an dan 

hadis tidak ada, tetapi segala tindak pidana yang berhubungan dengan 

seksualitas termasuk kedalam jari>mah zina. Jika hukuman bagi pezina muh}s}an 

dan gayru muh}s}an adalah hukuman mati (rajam) dan didera sebanyak 100 kali 

dan termasuk kedalam jari>mah h}udu>d, karena jari>mah h}udu>d merupakan hak 

Allah, jari>mah h}udu>d merupakan hukuman yang ditentukan secara pasti dan 

wajib dilaksankan karena sudah tertulis di dalam Al-Qur‟an dan hadis.  

Hukum pidana Islam memandang bahwa hukuman kebiri kimia dan 

pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap 
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anak ialah termasuk ke dalam jari>mah ta’zi>r, karena hukuman kebiri kimia 

dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak terdapat dalam ketentuan 

h}add. Definisi ta’zi>r menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-fiqh Al-

Islami wa Adillatuh jarimah ta’zi>r adalah hukuman-hukuman syara‟ yang 

tidak ditegaskan atau tidak ditentukan ukurannya dan batasannya.
79

 Hukuman 

yang dijatuhkan oleh pemerintah bisa lebih ringan atau pun bisa lebih berat 

dari pada ketetuan h}add. Jari>mah ta’zi>r diterapkan sesuai dengan tuntutan 

kemaslahatan, hukuman yang diterapkan sesuai dengan pelanggaran yang 

telah dilakukan oleh pelaku. Hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat 

pendeteksi elektronik merupakan salah satu hukuman yang baru dan akan 

diberlakukan di Indonesia, termasuk ke dalam hukuman yang modern karena 

di dalam hukum pidana Islam hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat 

pendeteksi elektronik tidak diatur dalam Al-Qur‟an dan Hadis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan hukuman kebiri kimia 

dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada kekerasan seksual 

perspektif hukum pidana Islam, dapat memberikan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kebijakan adanya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mengubah 

Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang sebelumnya 

menjelaskan tentang hukuman untuk pelaku kekerasan seksual terhadap 

anak dengan memasukkan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak. Lalu Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan 

sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Undang. 

Pada tahun 2020 ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, 
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Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman 

Indentitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.  

2. Dari pespektif hukum pidana Islam, hukuman kebiri kimia dan 

pemasangan alat pendeteksi elektronik termasuk dalam jari>mah ta’zi>r. 

Tindak pidana kekerasan seksual di dalam hukum pidana Islam termasuk 

dalam golongan jari>mah zina, walaupun di dalam Al-Qur‟an dan hadis 

tidak ada dan tidak disinggung, tetapi segala tindak pidana yang 

berhubungan dengan seksualitas termasuk kedalam jari>mah zina. 

Hukuman ta’zi>r boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan 

kemaslahatan, hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah pun bisa lebih 

ringan atau pun bisa lebih berat dari pada ketetuan h}add, sesuai dengan 

pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku. Hukuman kebiri kimia dan 

pemasangan alat pendeteksi elektronik merupakan salah satu hukuman 

yang baru dan akan diberlakukan di Indonesia, termasuk ke dalam 

hukuman yang modern karena di dalam hukum pidana Islam hukuman 

kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak diatur dalam 

Al-Qur‟an dan Hadis. 

B. Saran  

1. Hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik baiknya 

tetap dan segera untuk dilaksanakan, karena semakin hari kekerasan 

seksual terhadap anak semakin tinggi. Jika dilihat dari hak asasi manusia, 

pelaku kekerasan seksual terhadap anak pun melakukan sesuatu yang tidak 

sesuai dengan hak asasi manusia. Maka dari itu dengan ditetapkannya 
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peraturan pemerintah kebiri kimia, pemerintah bisa segera melaksanakan 

hukuman tersebut. 

2. Selain itu, ditetapkannya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat 

pendeteksi elektronik diharapkan agar para pelaku tidak mengulagi 

kejahatan itu lagi dan sembuh baik secara fisik maupun mental, dan kasus 

kekerasan sseksual terhadap anak berkurang untuk kedepannya. Dan 

diharapkan kepada para orang tua agar lebih mejaga dan memperhatikan 

anak-anak agar terhindar dari para predator anak. 
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